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DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH
KOTA MEDAN

Kantor: Jl. Kapt. Maulana Lubis, No. I Medan Telp. (061) 4536554 - 4556212

KEPUTUSAN

DEIYAN PERWAXTLIIN RAI(YAT DATRAII
KOTA MEDAN

IIOMOR : \1\ | a97 / Irep-DPF'n I 07 l2O2t

TEISTANG

PEMBENTUKAN KODIPIOSISI PERSOI{ALIA PAITITIA XfiUSUS
PEMBAIIASAN RAITCAITGAN PERATTIRAN DAERAII KOTA MEDAIT

TENTAT{G RENCAXA PEUBANGUNAII JAIIGI(A UEnEIfcAH DAERAIT (RpJrD)
KOTA MEDAN TAIIUN 202I-2026

DEWAI{ PERWAXIIIIN RAI(YAT DAERAII KOTA MEDAIT

llslinlang a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2O15 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah, maka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung
jawab kepada Daerah ;

b. bahwa dalam rangka memberikan arah Penyelenggaraan
Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasryarakatan
sesuai Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah
diwajibkan men1rusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Medan Tahun 202l-2026 ;

bahwa dalam rangka Penyelenggraan Pemerintahan,
Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanal kepada masyarakat,
Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil Pilkada serentak
Tahun 2O2O, menJrusun Rencara Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Medan Tahun 202l-2026 sebagai
penjaban visi, misi dan program;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Medan Tahun 202l-2026;
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Mengiagat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undarg Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun Tahun 1999 tentang
Penyelenggraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

4. Undarg-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan
Negara (lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 20O3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tettang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07
Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis
Permusyawaratan Ra-Lqfat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
( l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
l82,Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan
Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O18 Nomor 29, Tambahan [rmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6187);
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tar:rbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang
Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 2A, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3OO5);

I 1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 199 f tentang
pembentukan kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah
Kabupaten Daerah tingkat II Karo,Kecamatan Pematang
Bandar,Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan
Petisah,Medan Tembung,Medan Helvetia,Medan Polonia,Medan
Maimun,Medan Selayang,Medan Amplas,Dan Medan Area di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah
Tingkat I Sumatera Utara (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tenta_ng
Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah
Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi,
Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias,
L"angkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan
Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasiona_l Tahun 2O2O-2O24;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Ta-hun 2015 Nomor 2O36), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O tahun
2O18 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1557);

17. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 86 Tahun 2O17 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengalr
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O l.rcntang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2l (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 202O Nomor 888);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1l Tahun
2O08 tentang Tata Cara Penyusunan Rancana Pembangunan
Daerah Prov. Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun
20O8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO5-2O25 (kmbaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor l2);

22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun
2Ol9 tentang Rencana Pembangunal Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol9-2O23 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor
22);



23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 20O9 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan
Tahun 2006-2025 (kmbaran Daerah Kota Medan Tahun 20O9
Nomor 8);

24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 20l l-2O3f
(trmbaran Daerah Kota Medan Tahun 2Ol1 Nomor 13,
Tambahan kmbaran Daerah Kota Medan Nomor 12);

25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan
Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015
Nomor 2, Tambahan l,embaran Daerah Kota Medan Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2020 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2O2l
(l,embaran Daerah Kota Medan Tahun 2O20 Nomor 3);

27. Peraturan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kota Medan
Nomor I Tahun 2O2O Tentang Perubahan atas Peraturan
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun
2Ol8 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medal Tahun
202O Nomor);

Menperhatitan: Berita Acara Penetapan Komposisi Personalia Panitia Khusus
Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan
Tahun 202l-2026 tangga-l 27 J.uli2O2l

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUS$ DEWAIT PERWANIL/IN RAI(YAT DAERAII KOTA
MEDAN TENTANG PEMBEITTUI{AN KOf,IPOSISI PERSONALIA
PANITIA KIIUSUS PEMBAIIASAN RAITCA.ITGA-IT PERATURAN
DAERAH KOTA MEDAIT TENTANG REI{CAI{A PEMBAITGUITAIT
JAI|GXA MEI{EIIGAH DAERATI IRPJUDI KOTA MEDAN
TAHI,N 20.21-20/26.
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KESATU

KEDUA

NEUGA

Membentuk dan Menetapkan Komposisi Personalia Panitia
Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan
Tahun 2o2l-2a26, sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakal Segran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Panitia Khusus Pembahasan bertugas melakukan Pembahasan
Ranperda Kota Medan tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 202l-2026.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan segala sesuatunya akan diadalan Perubahan dan
perbaikan kembali, jika ternyata di kemudian hari terdapat
kesalahan dan/ atau kekeliruan didalamnya.

Ditetaphan di Medan
pada taaggal "p Juli2O2l

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Ketua,

HASYIM, S.E

Wakil Ketua, Wakil Ketua

h.IHWAN RITONGA,S.E.,M.M H. RAJUDIN SA

Wakil Ketua,

ALA,S.Pd.I H BAHRUMSYAH,S.H.,M.H

Tembusan:
WaIi Kota Medan
Pimpinan DPRD Kota Medan
Ketua Badan Musyarawah DPRD Kota Medan
Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
Plt. Sekretaris DPRD Kota Medan
Pertinggal

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
l0



L/TUPIRAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Ketua,

HASYIM, S,E

Wakil Ketua, Wakil

H. IHWAN RITONGA,S,E.,M.M H. RAJUDIN SAGALA,S.Pd.I H.T

I
KOUPO$g PERSOT{ALIA PANITIA PEUBAIIASAT{ RAIIPERDA K( TA
UEI}AI| TET{T/IITG REITCAITA PEUB/IITGI'I{AI| JAIIGKA UTITTITG/III

kil Ketua,

RUMSYAH,S,H.,M.H

NO NAMA FRAKSI KET

1 SUDARI, S.T KETUA PANSUS

2 SYAIFUL RAMADHAN WAKIL KETUA
PANSUS

.) Drs, WONG CHUN SEN, M. PdB ANGGOTA

4 DAVID RONI GANDA SINAGA, S.E ANGGOTA

5 HENDRIDUIN ANGGOTA

6 HARIS KELANA DAMANIK ANGGOTA

7 DAME DUMA SARI HUTAGALUNG ANGGOTA

8 ANGGOTA

I DHIYAUL HAYATI, S.Ag.,M.Pd ANGGOTA

10 EDISAPUTRA, S,T ANGGOTA

11 MULIA ASRI RAMBE, S.H ANGGOTA

ANGGOTA

13 PARLINDUNGAN SIPAHUTAR, S.H.,M.H ANGGOTA

14 RENVILLE PANDAPOTAN NAPITUPULU, S.T ANGGOTA

DEDY AKSYARI NASUTION, S.T

12 AFIF ABDILLAH,S.E


